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INTISARI

AISYAH TRI ANINDITA, Nomor Pokok E12115303 , Program Studi
Imu Pemerintahan, Jurusan Illmu Politik dan IImu Pemerintahan,
Fakultas Illmu Sosial dan IImu Politik, UNiversitas Hasanuddin.
Menyusun skripsi dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan”, dibawah bimbingan Prof.Dr.
H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai pembimbing | dan Rahmatullah,
S.lp, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
BPK melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dalam
melakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap Pelaksanaan APBD Kota
Makassardan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi
Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Prov.
Sulawesi Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualittatif,
yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari
data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-
tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya di
deskripsikan dan diinterpretasikan serta disimpulakn sebagai jawaban dari
masalah pokok yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara, observasi , dokumentasi dan penelusuran data secara online.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan dalam hal ini adalah Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan
oleh BPK RI Perwakilan Prov Sulsel sudah cukup baik ini dibuktikan
dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang sudah sesuai dengan
peraturan dan standarnya serta ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu
faktor pengambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan
yang dilakukan.
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ABSTRACT

AISYAH TRI ANINDITA, Principal Number E12115303, Government
Science Study Program, Department of Political Science and
Government Science, Faculty of Social and Political Sciences,
Hasanuddin University. Arrange the thesis with the title: "Analysis of
the Implementation of the Financial Supervision Function by the
Republic of Indonesia Representative Board of the Republic of
Indonesia Financial Audit Agency", under the guidance of Prof. Dr. H.
Juanda Nawawi, M.Sc. as mentor | and Rahmatullah, S.Ip, M.Sc. as
mentors Il.

This study aims to find out and analyze how the BPK performs its function
as an External Supervisory Agency in conducting Financial Examinations
on the Implementation of the APBD of the City of Makassar and to find out
the factors that influence the Financial Examination conducted by the
Republic of Indonesia BPK Representatives. South Sulawesi.

The research method used is the qualitative research method, which is an
analysis that seeks intercourse and meanings of the data expressed in the
form of statements, interpretations after extracting information from the
informants which are then described and interpreted and concluded in
response to the main problem researched. Data collection uses interview,
observation, documentation and data tracking techniques online.

The results of this research indicates that: 1. Related to the financial audit
which is conducted by BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
showing that the implementation of controlling is fairly good shown by the
evaluation proccess which is suitable with the standar of operational and
procedure. 2. There are 2 influenced factors ; the supporting and the
obstacle in auditing that is been done.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sejak 1999
memberikan Kkeleluasaan bagi pemerintah daerah ataupun kota untuk
mengambil keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya
mengembangkan seluruh potensi yang dimulai dengan tujuan
menyejahterakan masyarakat Hal ini membutuhkan kesiapan dalam
mengawal penyelenggaraan otonomi utamanya dalam kaitannya dengan
pengelolaan keuangan daerah yang bersih dilihat dari maraknya
penyelewengan keuangan, melihat semakin luasnya kewenangan maka
dianggap semakin luas juga celah terjadinya tindakan penyimpangan
untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat sebagai upaya meningkatkan
efisiensi dan efektifitas dalam menciptakan Pemerintahan yang baik
(Good Governance) dimana pemeriksaan dan pengawasan merupakan
aspek penting khususnya dalam pengelolaan keuangan yang diterbitkan
dalam regulasi tentang Keuangan Negara ditetapkan pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, Perbendaharaan Negara pada regulasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pemeriksaan dan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara dituangkan dalam Undang-

No 15 Tahun 2006.
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Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya
untukmenghindari adanya  kemungkinan  penyelewengan  atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai Pengawasan juga dilakukan
untuk mengawasi proses dalam mencapai suatu tujuan Negara. Dalam
pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”"Berdasarkan ketentuan
tersebut dapat dipahami bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pemeriksaan
laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang

dilakukan oleh pemerintah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan memperjelas kekuasaan BPK. secara lebih rinci Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa ada tiga jenis
Pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK . Jenis pemeriksaan tersebut
adalah Pemeriksaan Keuangan yakni pemeriksaan atas laporan keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang akan memberikan opini

atau_nernyataan terkait tingkat kewajaran informasi yang dicantumkan

PDE laporan Keuangan Pemerintah, Pemeriksaan Kinerja yaitu

saan atas aspek ekonomi dan efisiensi yang lazim dilakukan bagi
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kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kehadiran BPK diharapkan mampu menyadarkan setiap pihak yang
mengelola keuangan negara sadar bahwa bila mereka menyalahgunakan
anggaran yang dikelolanya, tindakan pengelabuan itu mungkin sekali
diketahui dan dibongkar oleh Lembaga Pemeriksa Independen ini
sehingga ia harus menghadapi resiko serius, dan dimasukkan ke dalam
penjara. Dalam hal ini, BPK berkewajiban menjaga agar keuangan negara
dikelola secara bertanggungjawab. Dengan demikian BPK bertugas
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga

Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum.*

Sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal menjadikan BPK
sebagai institusi yang berfungsi sangat strategis dalam rangka
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi
,pemeriksaan Pemerintah harus optimal dan dapat menjaga integritas
pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan Pemerintah
dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan Fungsi pengawasan BPK
bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengawasan dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.Selain itu

ikat mengharapkan pengawasan lebih dari sekedar memperbaiki

Ade , Mengenal Lebih dekat BPK . Hal.30-35
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kesalahan melainkan mencegah kesalahan atau penyimpangan terjadi.
keingintahuan muncul seiring dengan maraknya kasus penyelewengan
atau tindakan korupsi di Kota Makassar, bagaimanasebenarnya BPK
mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan dalam
APBD dan mengeluarkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) namun
masih ada saja kasus kasus penyalahgunaan keuangan negara.
Berdasarkan fakta atau kasus tindak pidana yang terjadi di Kota
Makassar yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sekalipun
telah diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 Tahun
berturut-turut yakni kasus Korupsi Kepala BPKAD terhadap Dana
Sosialisasi SKPD atau penyuluhankepada satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) yang mengurangi jumlah peserrta kegiatan sosialisasi dan
penyuluhan, belanja ATK dan makan minum peserta sebesar 30 persen
dari pagu anggaran sebesar Rp.70.049 miliar dan hasil perhitungan
kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.20,475 miliar. Serta
Kasus Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong
Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun
Anggaran 2016 yang menjadikan Mantan Kepala Dinas UKM dan Kepala
Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang menjadi pihak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitem

(PPK)dan Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) sebagai

a.Sesuai dengan awal yang terjadi karena volume dan anggaran
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yang tidak sesuai dengan anggaran semula yang tentunya merugikan
negara.’

Hal diatas menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti
bahwa Pemerintah Kota Makassar yang telah mendapatkan Opini WTP 3
tahun berturut dan diharap mampu menjadi Kota yang bersih dari
penyelewengan dengan salah satunya mengoptimalkan pengawasan
sebagai pilar dalam mengontrol Pemerintahan namun nyatanya masih
belum sesuai dengan harapan dan justru memiliki celah yang
dimanfaatkan oknum yang melakukan penyelewengan keuangan, berarti
asumsinya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan kurang efektif,
juga ketidakjelasan sejauh mana BPK mengawasi APBD yang dirasa
menjadi tempat oknum mengambil celah sehingga muncullah anggaran
yang kurang sesuai. juga menimbulkan pertanyaanbagaimana relevansi
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan
keuangan di Kota Makassar dan bagaimana pelaksanaan fungsi
pengawasan dan sejauh apa bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang
dimiliki BPK saat ini dalam memeriksa dan mengawasi pengelolaan
keuangan. Dari gambaran fenomena tersebut , penulis tertarik untuk
meneliti sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan dengan judul
“‘Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan Keuangan yang dilakukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di

hkassar”.yang dimaksud adalah pelaksanaan APBD, terutama

kassar.tribunnews.com/2018/06/24/korupsi-pengadaan-uang-makan-dan-minum-
ya-segera-disidang
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dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemeriksan
Keuangan yang Independen apakah telah sesuai dengan standarisasi

yang ditetapkan dari pemeriksaan dan pemberian opini.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas
maka ditetapkan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan oleh BPK
pada Pelaksanaan APBD?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan

dalam menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pengawas Eksternal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana BPK
menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Eksternal
terhadap Keuangan daerah khususnya pada pelaksanaan APBD

2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan  faktor yang
mempengaruhi BPK dalam menjalankan fungsinya sebagai

Lembaga Eksternal
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1.4. Manfaat Penelitian
Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat

member manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya
perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan
bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu
pemerintahan

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan
dan saran serta dapat dijadikan bahan kajian bagi semua pihak
terutama pemerintah Kota Makassar dalam rangka tercapainya
tertib dalam pengelolaan keuangan

3. Secara Metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya
utamanya bagi yang meneliti pada hal dan objek yang sama dan
sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal

perkembangan ilmu pengetahuan.
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TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang
digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi
landasan teori dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan
manfaatnya, selanjutnya di bagian ini akan dikemukakan tentang

landasan-landasan teori.

2.1.Konsep Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi kata
Pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik,
memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat
imbuhan pen- pada awal kalimat dan akhiran —an sehingga menjadi
pengawasan yang artinya penilikan atau penjagaan®.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau
unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan betugas mengumpulkan
segal data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk
menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelasanaan pekerjaan.*

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya

spek Pengawasan di Indonesia sebagai Segala usaha atau

| : bbi.web.id/Pengawasan.html diakses 3 Mei 2018
= bdurrahmat .,2006, Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia Hal.30. PT
TA
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kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya
tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak.’

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi
sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan
prinsip di anut.Juga dimasukkan untuk mengetahui kelemahan dan
kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.®

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk
menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem
umpanbalik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan
standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi
suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya
perusahaantelah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna
mencapai tujuan perusahaan.’Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau
atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan

pemerintah daerah terhadap bawahannya.

1987,Aspek-Aspek Pengawasan Hal.53
fri Prof.,2004.,Sistem Pengawasan Manajemen Hal.12.,PT Pustaka Quantum
n, 2001, Sistem Pengawasan Management Hal.15 Pustaka Quantum
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2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, ltwilkab/kota.®
2.1.2. Jenis-Jenis Pengawasan
Dalam kehidupan manusia di dunia ini agar dapat tercipta

keteraturan, maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan
yang harus mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan
dalam keseimbangan.Oleh sebab itu peranan keberadaan pengawasan
sangat penting artinya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sungguh
banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan
senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan
dengan ketentuan yang telah mereka sepakati .berikut adalah jenis-jenis
pengawasan :

1. Pengawasan Langsung (direct control) ialah apabila pimpinan
organisasimengadakan sendiri pengawasan ini dapat berbentuk
inspeksi langsung, on the spot observation ,on the spot report.

2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan
jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang
disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk
tertulis atau lisan.®
Sementara Bohari membagi macam teknikpengawasan sebagai

berikut :

Hul dan Damayanti,Theresia.,2007. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan
Daerah Hal.44
pndang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal 139-140
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1. Pengawasan Preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Pengawasan Preventif ini bisanya berbentuk prosedur-prosedur
yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan
Preventif ini bertujuan :

a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari
dasar yang telah ditentukan.

b. Memberi Pedoman bagi terselenggaranya pelaksana kegiatan
secara efisien dan efekitif

c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai

d. Menentukan Kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi
sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan

1. Pengawasan Represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan
dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa
yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud
untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah
dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah
ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk :
a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan

dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat

pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan
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b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan
dengan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan
administrasi.™

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu: “pengawasan dari dalam (internal control) dan
pengawasan dari luar (external control).”

1. Pengawasan dari dalam (internal control) berarti pengawasan yang
dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam
organisasi itu sendiri*'. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas
nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala
data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-
data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai
kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan
pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu menjamin
kembali kebijaksanaa/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan
pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan
(korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
bawahannya.

2. Pengawasan dari luar (eksternal control) diartikan sebagai

pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan luar

D92.Pengawasan Keuangan Negara . Hal.25
hingrat, soewarno, 1986. Pengantar limu Administrasi dan Manajemen. Hal 144
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organisasi.'’>  Aparat/unit pengawasan merupakan aparat
pengawasa yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan
organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena
permintaannya

2.1.3. Teknik Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan

pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus

dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat

dilakukan vyaitu meliputi : pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan

perbaikan.*®

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara
terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan
terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat
dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila
diperlukan.Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan
tepat maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk
pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-

hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2. Pemeriksaan

hingrat, soewarno, 1986.Pengantar lImu Administrasi dan Manajemen. Hal 144
Hadari, 1989, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah Hal. 15
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Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mecari
dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan.Kegiatan
pemeriksaan adalalh salah satu bagian dari
pengawasan.Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja
yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke
lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi
lapangan.Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu
mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan
pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas
pengawasan.

3. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilajuan yaitu melakukan
pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karya
dari tugas yang diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan
dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari
pekerjaan dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Penelitian
dapat dilakukan pula dengan mencari faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana.Hasil
penelitian selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan

balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya

apat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak

njut yang harus dilaksanakan secara tepat.
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4. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba
mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan
koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.
Upaya menetapkan standar standard an mengukur performa. Tidak
ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan
perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil
penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih
untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan
perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah
kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat

melalui ciri-ciri feedback dari sistem pengawasan yang ada.

2.1.4. Kriteria Pengawasan yang efektif
Mengenai kriteria pengawasan yang efektif, Nawawi yang
menggunakan istilah optimal untuk kata efektif, menyebutkan bahwa
pengawasan akan optimal apabila:
1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan
mengevaluasi ,tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga
hasilnya benar-benar objektif.

2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap

cjabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk

tindaklanjuti.
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3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas,
dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima
wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.

4. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan
kebutuhanpimpinan tertinggi.**

Sedangkan ada sepuluh unsur pengawasan yang efektif*

yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan
pedoman dan valid.

2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan
secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu
dilaksanakan.

3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.

4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan
yang paling sering terjadi.

5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus
lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.

6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan
yang ada di organisasi.

2.1.5. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan antara lain :

awawi, 1995, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan ,Hal. 50
2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Hal.28
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1. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat
menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program-
program yang dicanangkan berbeda

2. Akuntansi. Pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat
untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang
terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan public dari
waktu ke waktu

3. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber
daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran
maupun konsumen memang telah sampai kepada mereka, dan ;

4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah
tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain
sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat legislator, instansi
pemerintah atau lembaga professional.

Maka dari itu pengawasan sangat penting sekali untuk menjamin

terlaksananya kebijakan pemerintah.*®

2.2.Pemeriksaan Keuangan Daerah
Pemeriksaan dalam bahasa Inggris disebut Audit.Kata pemeriksaan
seringkali digunakan secara bersama dengan kata pengawasan

(controlling).Dalam kegiatannyapun kedua istilah tersebut memang susah

02, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Hal.12
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dilepaskan begitu saja karena pemeriksaan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pengawasan.*’

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan. Pengawasan itu sendiri adalah proses pengamatan
daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya. George R. Terry misalnya,

memberikan batasan sebagai “...to determine what is accomplished
evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in
keeping with the plan”. Sedangkam New Man mendefinisikan pengawasan
“...is assurance that the performance conform to plan “.*®
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara.*®
Sedangkan pengawasan keseluruhan kegiatannya merupakan
suatu proses dimana pmpinan ingin mengetahui apakah hasil

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahaannya sesuai dengan

rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.?

n, 1982, Pedoman tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara . Hal 9
Ir, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Hall5

far. 2014.Hukum Keuangan Negara. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 8

n, 1982, Pedoman Tentang Pemeriksaan Kas & Barang Negara,Hal.9
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Terkait dengan pemeriksaan keuangan Negara diatur dalamUndang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam undang-undang ini yang
dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identify kasimasalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,objektif, dan
professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilaikebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenaipengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara / Daerah. Dari pengertiantersebut
pada intinya menjelaskan empat hal yakni proses
pemeriksaan,karakteristik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan objek
pemeriksaan.

Tugas dan wewenang BPK dalam Pengawasan Pengelolaan
Keuangan :

Bahwa pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan ini diatur dalam UUD
1945 Pasal 23E UUd 1945 menentukan sebagai berikut :

“(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri;

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya,

| pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan

I badan sesuai dengan Undang-Undang.”
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sebagai badan yang aktivitas
pokoknya melaksanakan pemeriksaan justru menggunakan secara
bersama kata pemeriksaan dengan pengawasan.Pemeriksaan itu sendiri
meliputi 4 (empat) jenis kegiatan.*yaitu :
1. Mengamati;
2. Menyelidiki atau mempelajari secara cermat dari sistematis objek
yang diperiksa ;
3. Menilai dan menguiji kebenaran fakta dan temuan;
4. Membuat berita secara pemeriksaan.
2.2.1. Fungsi Pemeriksaan
Pada pokoknya Pemeriksaan berfungsi
1. Wetmtigheid
Apakah kepengurusan keuangan diselenggarakan berdasarkan
hukum yang berlaku
2. Rechtsmatigheid
Apakah Penggunaan keuangan dilakukan secara tertib
(keteraturan pengeluaran)
3. Doelmatigheid
Apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan (ketepatan

penggunaan dana)?

N . Ir, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. 7 Hal.59
- -y Soeria At,adja, S.H., Dr. 1986, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara
uan Yuridis. Hal.23
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2.3.Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas
Eksternal
Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah instansi yang
independen, artinya bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang
mengelola keuangan.Dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara, lebih lanjut BPK memiliki
kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 9 sebagai berikut:
Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15

Tahun 2006, antara lain adalah sebagai berikut:

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara.

2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar
Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara

3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan

nerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud

rtentu.
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4. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas
temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan

standar pemeriksaan keuangan negara.

5. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik
berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan

tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga
menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden,

Gubernur, dan Bupati/Walikota.

7. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK
menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada
Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya.

8. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan paling lama 1

(satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

ing Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Nomor 15

| . |006, adalah sebagai berikut:
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1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang
milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran,
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah;

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai penge-
lolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib
disampaikan kepada BPK;

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang
wajib  digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara;

enetapkan kode etik pemerik- saan pengelolaan dan

iInggungjawab keuangan negara.

Optimization Software:
www . balesio.com




24

7. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;

9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan dan

10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern
Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Dilihat dari lingkup kewenangan- nya sebagaimana tersebut di atas,
maka secara teoritis kewenangan pengawasan BPK atas pengelolaan
keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam pengawasan represif, yaitu
pengawasan atas pelaksanaan dari anggaran (ex post).Tiga jenis
Pemeriksaan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan bentuk-bentuk
pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan APBD, penatausahaan dan

pertanggungjawaban APBD.

2.3.1. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang memeriksa
tanggung jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan

tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak

i atas pemerintah.BPK bertanggungjawab memeriksa dan menilai

an, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
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data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara/ daerah.Temuan yang dihasilkan dan dituangkan dalam laporan

hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK, temuan-temuan tersebut tidak

boleh diperlakukan sebagai sekedar temuan yang didiamkan saja.Dalam

kedudukan yang semakin kuat dan kewenangan yang makin besar itu,

fungsi BPK itu sebenarnya pada pokoknya tetap terdiri atas tiga bidang,

yaitu:

fungsi operatif, fungsi yudikatif dan fungsi advisory.”® Dalam

ketentuan peraturan tidak disebutkan secara tegas BPK mempunyai tugas

di atas, akan tetapi dalam prakteknya memang BPK melaksanakan ketiga

kegiatan tersebut, yaitu :

a.

Fungsi operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan
penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan
kekayaan atas negara.

Fungsi  yudikatif, vyaitu berupa kewenangan menuntut
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap
perbendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
Fungsi advisory, vyaitu memberikan pertimbangan kepada
pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan

negara.

ie Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, Hal.168
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2.3.2. Lingkup kewenangan

Lingkup kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan

meliputi3 (tiga) macam pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Bab 11

Pasal 2 s.d Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara,

sebagai berikut :

1.

Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas
laporan keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah dengan maksud
mengevaluasi tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan.
Pemeriksaan keuangan diakhir dengan opini atau pendapat BPK
tentang kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Pemeriksaan Kkinerja, vyaitu pemerikasaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi,
dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan
kinerja menghasilkan kesimpulan apakah kegiatan yang dibiayai
oleh keuangan daerah telah diselenggarakan secara ekonomis dan
efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Di sinilah
kemudian terdapat temuan-temuan BPK yang selanjutnya diberikan
rekomendasi penyelesaiannya.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak

termasuk dalam butir 1, dan butir 2. Termasuk dalam pemeriksaan

i adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan atas permintaan

parat penegak hukum.
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Dilihat dari lingkup kewenangannya sebagaimana tersebut diatas,
maka secara teoritis kewenangan pengawasan BPK atas pengelolaan
keuangan daerah dapat dikelompokkan dalam pengawasan represif, yaitu
pengawasan atas pelaksanaan dari anggaran. Tigas jenis Pemeriksaan
BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan Kkinerja, maupun
pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan bentuk-bentuk
pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan APBD, penatausahaan dan
pertanggung jawaban APBD*

2.3.3. Proses Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar
pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan
terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan
pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar
pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit
Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan
perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada Tahun 2007 BPK
menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara (SPKN).

bository.unitomo.ac.id/96/6/BA%20JURNAL.pdf diakses 7 Mei 2018
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Penyusunan SPKN ini telah melalui proses baku pengembangan
standar sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun
kelaziman proses penyusunan standar dalam dunia profesi. SPKN ini
akan selalu dipantau perkembangannya dan akan dimutakhirkan sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Keberhasilan suatu
standar pemeriksaan bukanlah pada penyusunannya, tetapi sejauh mana
kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya, tugas kita saat ini
adalah berupaya agar SPKN yang telah ditetapkan dapat diterapkan

dengan baik.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) berlaku untuk
Badan Pemeriksa Keuangan dan akuntan public atau Pihak lainnya yang
melakukan pemeriksaaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara, untuk dan atas nama BPK. Selain itu dinyatakan pula, SPKN
dapat digunakan oleh aparat pengawasan fungsional lainnya sebagai
acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan ,
tugas dan fungsinya.

BPK mempunyai tanggungjawabuntuk meyakinkan bahwa :

1. independensi dan objektifitas dipertahankan dalam seluruh tahap
pemeriksaan

2. Pertimbangan Profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan ,

emeriksaan dan pelaporan
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. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang berkompetisi,

professional dan secara kolektif mempunyai pengetahuan yang

memadai

. peer-review yang independen atas sistem pengendalian mutu BPK

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terdiri dari :

(1) Standar Umum, (2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, (3)

Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, (4) Standar Pelaksanaan

Pekeriksaan Kinerja, (5) Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja, (6)

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, (7) Standar

Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu®

Beberapa standar umum yang termuat dalam PSP sebagai berikut:

01. Standar Umum

Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional
yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan :

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap
mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan

organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya,;

Kery dan Sudikdiono Prawoto, 2011, Akuntansi Pemerintahan Rl Reformasi Keuangan
al 133-149
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Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil
pemeriksaan, pemeriksawajib menggunakan kemabhiran
profesionalnya secara cermat dan seksama;

Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan
berdasarkan SPKN harus memiliki sistem pengendalian mutu yang
memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu

oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).

02.Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.

Untuk pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan tiga pernyataan

standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan IAl, berikut ini:

a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika

digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya;

b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat,
dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;

Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit;

SPKN juga memberikan standar pelaksanaan tambahan sebagai berikut:

a. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan

engan  sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang
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direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas
yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan;

b. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan
sebelumnyaserta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan
dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang
dilaksanakan;

c. (1)Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan
keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang
disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material
terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu
menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut
memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh
material tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran
penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan
prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah
atau akan terjadi;

(2) Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi

dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau

ctidakpatutan  dan apabila timbul indikasi tersebut serta

erpengaruh - signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan
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keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan
tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau
ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap
kewajaran penyajian laporan keuangan;

d. Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur
pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan
pemeriksaan;

e. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi
pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi
pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
danpelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk
memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak
mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat
memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat
menjadibukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan
pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini,
temuan,simpulan dan rekomendasi pemeriksaan.

03. Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan
Untuk pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan empat standar
pelaporan SPAP yang ditetapkan IAl berikut ini:

1. Laporan audit harus menyatakan apakah Ilaporan keuangan

sajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
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Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara
komprehensif (PSAP).

2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya;

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit;

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus
Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan dinyatakan. Dalam hal
nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor
harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit
yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikul auditor.

SPKN juga memberikan standar pelaporan tambahan sebagai berikut:

a. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa
pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN;

b. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus

mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan

pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

Optimization Software:
www . balesio.com




Optimization Software:
www . balesio.com

34

perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan

material terhadap penyajian laporan keuangan;

. Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan

kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan
keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat

dilaporkan;

. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan

dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan
atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang
diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan

koreksi yang direncanakan;

. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum
tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun
laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat
informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak
dilaporkannya informasi tersebut;

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga
perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak
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yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang
untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

04. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

Untuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja, SPKN memberikan beberapa

standar sebagai berikut:

a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai;

b. Staf harus disupervisi dengan baik;

c. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk
menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi
pemeriksa;

d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen
pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen
pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup
untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak
mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat
memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi
bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi

pemeriksa.

dar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
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Untuk pelaporan pemeriksaan kinerja, SPKN memberikan beberapa
standar sebagai berikut:
a. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk
mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan;
b. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup:
i. pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan
SPKN
ii. tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan
ii.  hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan,
dan rekomendasi
iv. tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil
pemeriksaan,
v. pelaporan informasi rahasia apabila ada,
vi. Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilakukan Sesuai dengan
SPKN;
c. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat,
obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin;
d. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Iembaga
perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang

bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil

emeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk
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menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
06. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, SPKN memberlakukan dua
pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi
SPAP yang ditetapkan IAl berikut ini:

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya;

b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional
bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. SPKN juga memberi
standar pelaksanaan tambahan sebagai berikut:

1. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan
dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang
direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan,
kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang
meminta pemeriksaan;

2. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan
sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan
dan berkaitan dengan hal yang diperiksa;

c. Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam

bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan

emeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang
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memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material
terhadap hal yang diperiksa;

d. (1)Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
dalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang
pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak
material terhadap hal yang diperiksa.

(2)Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
dalam bentuk review atau prosedur yang disepakati, pemeriksa
harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang
mungkinmerupakan indikasi kecurangan dan penyimpangan dari
ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan
indikasi kecurangan dan/ atau penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang secara material
mempengaruhi hal yang diperiksa, pemeriksa harusmenerapkan
prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau
penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya
terhadap hal yang diperiksa.

(3)Pemeriksa harus waspada terhadap situasi dan/atau peristiwa

yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan/atau

ctidakpatutan, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta

erpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus
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menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa
kecurangan dan/atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan
menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan;

d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi
pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi
pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan,
danpelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk
memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak
mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat
memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat
menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan
pemeriksa

07. Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, SPKN memberlakukan
empat pernyataan standar pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam
SPAP yang ditetapkan IAl sebagai berikut:

a. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan
menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan;

b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah
asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau

kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur;

aporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang

gnifikan tentang perikatan dan penyajian asersi;
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d. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang
disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan
suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati
harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian
laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau
prosedur tersebut.

SPKN juga memberikan standar pelaporan tambahan sebagai berikut:

a. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan
dilakukan sesuai dengan SPKN;

b. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus
mengungkapkan:

i. kelemahan pengendalian internal yang berkaitan dengan hal
yang diperiksa,

i. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangantermasuk pengungkapan atas penyimpangan
administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun
penyimpangan yangmengandung unsur tindak pidana yang
terkait dengan hal yang diperiksa,

lii.  ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa;

c. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam

pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan

eraturan  perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus

lengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung
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jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan
serta tindakan koreksi yang direncanakan;

d. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak
diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan
hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak
dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut;

e. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga
perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang
bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk
menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4. Pemeriksaan BPK

Pemeriksaan keuangan Oleh BPK adalah pemeriksaan atas
laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai apakah laporan keuanga telah disajikan secara wajar dalam

segala hal materialnya sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang

di Indonesia, yang didasarkan pada kriteria :

esesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,
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Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

Efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini. Opini

tersebut terdiri atas empat macam sebagai pendapat kewajaran laporan

keuangan yaitu :

1.

Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

Pendapat ini diberikan dalam hal auditor merasa tidak ada hal yang
menimbulkan keberatan, atau dengan perkataan lain laporan
keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai dengn prinsip-
prinsip akuntansi yang diterima secara umum

Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion)

Dalam hal ini auditor pada umumnya tidak keberatan terhadap
laporan keuangan secara keseluruhan kecuali untuk bagian-bagian
tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
akntansi atau yang diragukan penyajiannya

Menolak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)

Dalam hal ini, auditor merasa terlalu banyak hal-hal yang diragukan
atau tidak jelas baginya sehingga menolak memberikan pendapat.
Pendapat tidak wajar (adverse opinion)

Pernyataan ini menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak wajar

rau dengan perkataan lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

Kuntansi yang umum
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Adapun cakupan laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK dimaksud
meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
APBN/APBD

2. Neraca , menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

3. Laporan arus kas, Menyajikan informasi mengenai sumber
penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan.

4. Laporan perubahan ekuitas , menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya

5. Laporan Perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang
menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo
anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya

6. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintas pusat/daeraah

7. Catatan atas laporan keuangan, disajikan secara sistematis , setiap

DS dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas
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harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam

catatan atas laporan keuangan.®

2.4.Kerangka Konseptual

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya perlu dilakukan
pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang sering
menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KKN, salah satu bentuk
pengawasan yakni Pemeriksaan maka itu Badan Pemeriksa Keuangan
diharapkan sebagai Pengawas Eksternal Pemerintah. Pada dasarnya
fungsi, tugas, wewenang BPK di Kota Makassar sama dengan fungsi,
tugas dan wewenang BPK RI Pusat yang membedakan hanya objek
pemeriksaannya saja. Objek pemeriksaan BPK RI Pusat memeriksa
APBN dan BUMN, sedangkan BPK Perwakilan Sulsel di Kota Makassar
memeriksa APBD dan BUMD.Dalam Hal ini BPK berkewajiban agar
keuangan negara dikelola dengan bertanggungjawab.

Pemeriksaan BPK dilakukan secara Independen, Objektif dan
Profesional.Mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya.Adapun
beberapa unsur pengawasan yang efektif diantaranya adanya unsur
keakuratan, Objektif, dan terpusat sebagai indikatornya.

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan

g jawab keuangan negara ini bertujuan untuk mendukung

dadang dan Piliang Malik Akmal, 2016, Penguatan Pengawasan DPRD untuk
nan Daerah yang Efektif, Hal.155-157
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penegakan hukum atas penyimpangan keuangan negara.Walaupun
dalam kenyataannya kasus penyimpangan keuangan negara masih
banyak ditemui yang mengakibatkan kerugian negara.Faktor
penyebabnya selain karena korupsi, juga disebabkan karena
penyalahgunaan keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun
oleh pemerintah daerah. Namun Bagaimana sebenarnya BPK
melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksa keuangan dan sejauh
apa BPK mengawasi Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan APBD. Untuk
mempermudah dalam memahami penjelasan penulis maka dibawah ini

gambaran bagan Kerangka Konseptual sebagai berikut :
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Faktor-faktor yang mempengaruhi

e Faktor pendukung:
1. Ketepatan waktu menyelesaikan

2. Komitmen pemerintah daerah
e Faktor penghambat:
1. Kelengkapan Data
2. Terbatasnya waktu pemeriksaan
3. Terbatasnya personil pemeriksa
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Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan,Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara

Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan Keuangan oleh BPK

“APBD Kota Makassar Tahun 2017”

Penentuan Objek Pemeriksaan
Perencanaan

Pelaksanaan Pemeriksaan

e Penentuan waktu dan metode

pemeriksaan
e Penyusunan dan Penyajian
laporan




